PROPINSI| HALMAHERA BARAT
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG
TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MEHA ESA
BUPATI HALMAHERA BARAT ,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 dan 164 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah jundp Pasal 2 dan BAB VI huruf D Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
maka perlu diatur regulasi tentang Tata Cara Pergeseran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf
a diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata
Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD).

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Hegara Takun 1999 Homor 3851

3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang
Pembentukan Provinsi Halmahera Barat, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Hegara Takun 1999
omen 174, Tandbakan Lembaran Hegana Nomor 3895);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan
Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Hegara Takun 2003 Tomor 47);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lewbaran egara Tabun 2004 Homon
5, Tambahan Lembaran Hegara Nomon 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lesfaran
Negana Republck 2004 Nomon 66, Tambakian Lembanan egara Nomer 4556);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan
Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 (Lewbaran Vegara Takun 2012
Yomar 292, Tandbakan Lewbaran Negara Nomeor 5600);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran egara Takun 2014 Tomor 262, Tambakan
Lembaran Negara Nomen 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Zeméaran
Negara Takun 2006 Homor 25, Tambakan Lenbaran Negara Homor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lewbaran egara Tabun 2010 Tomor 123,
Tanmdbaban Lembaran Negana Homor 5165)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Hegara Takan 2017 Vomor 73);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Tegara Takan 2019 o. 42, ):
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Hegana Tabun 2019 Hoenon
1114, Tambakan Lembaran Hegara Homor 5165);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Wegara Takan 2021
Pomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Zeawa
Vegara Republib Tndoncsia Tatiun 2018 Nomer 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (8ews Zegara
Loputllile Tnclonesia Tadiun 2019 Nomon 1447);

Tata Cara Pergesenan APED
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17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Bewza egara
Repiblcle Tndonesia Tatun 2020 Homor 1751),

18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Halmahera Barat;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera
Barat Tahun 2021 — 2026;

MEMUTUSKAN :

:  PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(APBD).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
Bupati adalah Bupati Halmahera Barat;

4. Sekretaris Derah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera
Barat

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD,
adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku
pengguna anggaran dan barang milik daerah;

6. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;

Tata Cara Pergeseran #PED
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Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah
Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah;
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai
Bendahara UmumDaerah;

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD
adalah Tim yang bertugas menyiapkan serta melaksanakan
kebijakan dalam rangka penyusunan APBD yang anggota terdiri
dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai
kebutuhan teknis lainnya.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi SKPD yang dipimpinnya;

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah
daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang
berisi rencana pendapatan, belanja program dan kegiatan SKPD
serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja,
dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
anggaran oleh pengguna anggaran;

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang
selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat
perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan
sebagai dasar perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

Tata Cara Pergeseran APBLD
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BAB II
PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 2
Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama. Pergeseran ini
dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris daerah.
Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama.
Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang
sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek
dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran.
Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan
APBD vyang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat
dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Kepala
Daerah penjabaran APBD terlebih dahulu. Ketika perubahan
APBD dilakukan, pergeseran anggaran tersebut ditetapkan
dalam Peraturan Kepala Daerah perubahan penjabaran APBD.

Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan
APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung
dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Semua pergeseran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan
DPA-SKPD.

Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang
menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum
perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan
diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu
tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan
prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.
Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri
dari kondisi mendesak dan kondisi darurat.

(10) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud ayat (9) meliputi:

Tata (ana Pergeseran #PED
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kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam
tahun anggaran berjalan;

Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan Belanja
daerah yang bersifat Wajib;

b.1. Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan
belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan
harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan
jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan
dalam tahun anggaran berkenaan:

b.1.1. belanja pegawai antara lain untuk
pembayaran kekurangan gaji, tunjangan;
dan

b.1.2. belanja barang dan jasa antara lain untuk
pembayaran telepon, air, listrik dan internet

b.2. Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan
belanja untuk  terjaminnya kelangsungan
pemenuhan pendanaan pelayanan dasar
masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan,
melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga,
kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga
pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban

lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau

Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah
Daerah dan/atau masyarakat.

Tata Cara Pergeseran APED



(11) Kondisi Darurat sebagaimana dimaksud ayat (9), meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial
dan/atau kejadian luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
dan/atau

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu
kegiatan pelayanan publik.

(12) Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan
APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam
Perda perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan
setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi
Anggaran.

(13) Pergeseran anggaran dilakukan dengan  menyusun
perubahan DPA-SKPD.

(14) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD
mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD;

(15) Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran
kas.

BAB III
PROSEDUR PERGESERAN ANGGARAN
Pasal 3
(1) Organisasi Perangkat Daerah OPD mengusulkan pergeseran
anggaran berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan
kegiatan/sub kegiatan;
@ atas usulan tersebut;

a. TAPD mengidentifikasi perubahan Peraturan Daerah
APBD vyang diperlukan jika pergeseran anggaran
merubah Peraturan Daerah tentang APBD.

b. Sekretaris Daerah/PPKD/Pengguna Anggaran
memberikan persetujuan jika pergeseran anggaran
tidak merubah Peraturan Daerah APBD.

Tata Cara Pergeseran APED



() Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyiapkan
perubahan DPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan pergeseran
anggaran. Perubahan DPA SKPD tersebut disetujui oleh
Sekretaris Daerah dan disahkan oleh PPKD.

BAB 1V
HAL KHUSUS LAINNYA

Pasal 4

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada
pihak ketiga terkait dengan:
a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran
sebelumnya;

b. akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa
menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui Tahun
Anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
dan / atau

c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap (/nkracht), harus dianggarkan kembali pada
akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran berjalan sesuai
dengan kode rekening berkenaan.

(2) Tata cara penganggaran dimaksud dengan melakukan
perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
Tahun Anggaran berjalan dan diberitahukan kepada Pimpinan
DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah
tentang perubahan APBD atau ditampung dalam LRA bagi
Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD,
atau setelah perubahan APBD.

Tata Cara Pergeseran 4PBD



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 21 Maret 2022,-

JAMES UANG
Diundangkandi : Jailolo
Pada tanggal : 21 Maret 2022,-
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Drs. H. M. SYAHRIL ABD. RADJAK., M.Si.

Pembina Utama Mad / IVd
NIP. 19660420 1992 03 1009

| Koordinasi Paraf
Sekretaris Daerah /ﬂ /
Ass. Bid. Adm. Umum 4
Ka. BPKD
Kabag Hkm & Organisasi

4

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat




